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SALINAN PUTUSAN
Nomor 122/Pdt.G/2014/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Cerai Gugat yang diajukan oleh:
PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama lIslam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN
BANGKA  BARAT, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
Tambang inkonvensional (TI), bertempat tinggal di
Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 05 Mei 2014
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada
tanggal 05 Mei 2014 dengan Nomor Register 122/Pdt.G/2014/PA.Mtk. telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jebus, pada tanggal 17 Juli 1997, sebagaimana tercantum dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor 93/33/VIIPW.01/1997, tanggal 31 Juli 1997;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat
berstatus Perjaka;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak kandung
yang bernama:
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1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 17 tahun;

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 11 tahun;

3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 10 bulan;

Anak pertama telah berkeluarga sedangkan anak kedua dan anak ketiga

berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul di
rumah kediaman bersama di Desa Cupat sampai Penggugat dan
Tergugat berpisah rumah;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012,
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,
yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya adalah:

a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang berstatus istri orang
lain, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri Tergugat dengan
selingkuhannya di rumah teman selingkuhan tersebut;

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan
yang jelas dan pulangnya sampai larut malam hingga jam 02.00 Wib;

c. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan yang
diperoleh Tergugat selain itu Tergugat pernah dua kali mengusir
Penggugat saat terjadi pertengkaran;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pada akhir Desember 2013 yang disebabkan oleh karena Tergugat minta
izin kepada Penggugat keluar malam untuk memotong rambut, lalu
keesokan harinya Penggugat bertanya kepada Tergugat “ katanya mau
potong rambut tetapi mengapa rambutnya masih panjang” lalu terjadi
pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan
Tergugat pisah rumah. Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat
lalu, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan
pulang ke rumah anak Penggugat di Dusun Air Beringin sedangkan
Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak
saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah
lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
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ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali
membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmabh;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai
oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan
sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya
Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga
dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah
melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat
memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa,
mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (relaas) Nomor
122/Pdt.G/2014/PA.Mtk pada tanggal 12 Mei 2014 dan tanggal 23 Mei 2014;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha
tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari
persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan gugatan Penggugat yang dalil-daliinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;
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Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
93/33/VINPW.01/1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Jebus, pada tanggal 31 Juli 1997, bermaterai cukup, telah di-
nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan
saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh
Tambang Inkonvensional (Tl), tempat kediaman di Dusun Gedong, Desa
Lumut, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak tiri Penggugat dan kenal Tergugat yang
merupakan Suami Penggugat bernama TERGUGAT;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di Desa Cupat sampai Penggugat dan Tergugat
berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dua
orang perempuan dan satu orang laki-laki, Anak pertama telah
menikah, sedangkan anak kedua dan anak ketiga berada dalam
asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, Namun sejak lahir anak ke tiga pada tahun 2012 yang lalu,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan informasi langsung
dari Penggugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
adalah Tergugat sering keluar rumah dengan alasan untuk menimba
air boat ternyata Tergugat pergi ke warung di tepi pantai dan berdua-
duaan dengan perempuan lain, saksi sering melihat Tergugat duduk
bermesraan dengan perempuan lain dan perempuan itu adalah
pelayan warung;

- Bahwa sejak lebih dari setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat
telah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman
bersama dan pulang ke rumah anak Penggugat dan Tergugat di
Dusun Air Beringin karena Penggugat tidak tahan dengan perilaku
Tergugat;
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- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat
dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh
harian, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat yang
merupakan Suami Penggugat bernama TERGUGAT;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di Desa Cupat sampai Penggugat dan Tergugat
berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak,
Anak pertama telah berkeluarga, sedangkan anak kedua dalam
asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, Namun dua tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, berdasarkan informasi langsungdari Penggugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
adalah Tergugat hampir setiap malam keluar rumah dan pulang pukul
02.00 WIB, saksi sering melihat Tergugat dan mendengar suara motor
Tergugat sewaktu Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan
Tergugat pada pukul 02.00 WIB;

- Bahwa sejak kurang lebih setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat
telah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman
bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat
dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan
Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan
Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup
menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan
kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat
berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk wilayah hukum
Pengadilan Agama Mentok, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk
dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil
perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal
82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian
dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata
Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain
menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa

disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus
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dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya
Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga
Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti
berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan
pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai
serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh
para pihak, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan
mengikat mengingat pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 RBG;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang
saksi terdiri dari kakak tiri dan tetangga Penggugat, sebagaimana telah
diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat
telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal
175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang
cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang
dekat Penggugat, serta telah memberi keterangan di depan sidang seorang
demi seorang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang
dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai

tiga orang anak;
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- Bahwa para saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis namun dua tahun terakhir ini sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran berdasarkan informasi langsung dari
Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut saksi |
karena Tergugat sering keluar rumah dengan alasan untuk menimba air
boat ternyata Tergugat pergi ke warung di tepi pantai dan berdua-duaan
dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi | sering melihat Tergugat duduk bermesraan dengan
perempuan lain dan perempuan itu adalah pelayan warung;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut saksi |l
karena Tergugat hampir setiap malam keluar rumah dan pulang pukul
02.00 WIB;

- Bahwa saksi Il sering melihat Tergugat dan mendengar suara motor
Tergugat sewaktu Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat
pada pukul 02.00 WIB;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari
satu tahun yang lalu, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama
karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat hamun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama
tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sejak dua
tahun yang lalu. Kedua saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat
sering berselisin dan bertengkar, saksi | sering melihat Tergugat duduk
bermesraan dengan perempuan lain di tepi pantai, saksi Il tahu Tergugat
sering keluar malam karena saksi Il sering melihat Tergugat dan mendengar
suara motor Tergugat sewaktu Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan
Tergugat pada pukul 02.00 WIB. Kedua saksi juga menerangkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari setahun yang
lalu. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang
saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat
pada posita 5 poin (a) dan (b) mengenai perselisihan dan pertengkaran serta
penyebabnya, dan posita 6 mengenai pisah rumah, kesaksian tersebut telah

memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg,
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sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Majelis
Hakim telah dapat menyimpulkan fakta hukum di persidangan bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pada
awalnya hidup rukun namun sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama pada
malam hari dan pergi ke tepi pantai bermesraan dengan perempuan lain,
sehingga kemudian sejak lebih dari setahun yang lalu Penggugat dan
Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu
dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan
berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum
berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri menjadi bukti bahwa Penggugat mempuyai hak
untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum kedua bahwa Penggugat dan
Tergugat sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup
rukun;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara
suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur
berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit
membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan
gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman
dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan
tuuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu
gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga bahwa Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkah bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada
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harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan
adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri
adalah memikul kewajiban yang Iluhur untuk menegakkan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan
masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup
dan kumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami
isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan
tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan
tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat
dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur
rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda
keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat
tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya
lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas
kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama
lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,
proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang
kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah
(maqgasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat
disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah
dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat
sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan
limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman
fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan
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kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan
selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak
jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya
kehancuran hati dan pahithya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang
demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan
dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna
menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk
sebuah kaidah fikih “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada
memperoleh maslahat” (el il Je adia dwldall ¢ ) ;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun
dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan
perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat
dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan
kalimat liells ;05 mluasll cla (mencapai  maslahat dan menolak mafsadat)
mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di
dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk
kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di
akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan
tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada
maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan
diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan
perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah
tuntunan dari hadits yang menegaskan:

Al ) (B (3 (g Al 0yl yua () Y g N
Artinya ; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa
yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa

saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”
Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan

dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat
kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi
mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh
syariat;
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Menimbang bahwa dalam ilmu fikih dikenal kaidah yang menyatakan
“Kemudharatan harus dihilangkan” (J\Jusall) dan kalau kaidah tersebut
dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau
keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau
kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka majelis hakim berpendapat gugatan dan dalil-dalil perceraian
Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai
suami istri;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut telah
melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana pasal
tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang
dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku
baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor
1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka
petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib  administrasi
sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 vyang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
maka Majelis Hakim secara ex officio berpendapat perlu memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan perintah ini akan

dinyatakan dalam amar putusan;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara
ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Tiga,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 04 Sya’ban 1435 Hijriah, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc.
sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.l. dan Dyna Mardiah.A, S.H.Il. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H.

selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
td ttd
Hermanto, S.H.I. Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hakim Anggota,
ttd

Dyna Mardiah. A, S.H.1.
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Panitera Pengganti,
td

Yusra Chamisi, S.H.

Perincian biaya :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.450.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai :Rp. 6.000,- +
Jumlah : Rp.541.000,-

Salinan putusan ini sesuai aslinya
PANITERA,

Dra.YUHARTINI, S.H.
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